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MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/

KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TENTANG

TIM PENGARAH
PROGRAM NASIONAL BAGI ANAK INDONESIA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI ONAL/
KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

a. bahwa sesuai dengall ketetapan Program Pembangunan Nasional
(Propenas), sumber daya manusia yang bermutu merupakan salah
satu aset negara sehingga perlu upaya untuk dibangun sedini
mungkin;

b. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yarrg juga nterupakan
salah satu aset bangsa, maka keselamatan masa depan dan
kesejahteraannya perlu dilindungi dan ditingkatkan;

c. bahwa sejalan dengan Propenas, Konferensi Tingkat Tinggi Sidang
Umum Perserikatan Bangsa -bangsa untuk Anak di New York
merrghimbau seluruh negara anggota trntuk memformulasikan
suatu program aksi sebagai komitmen atas rencana aksi yang telah
ditetapkan dalam Konferensi tersebut;

d bahwa dalam rangka melalaanakan komitmen Indonesia pada
Konferensi sebagaimana disebut dalam l-ruruf c di atas, perlu
disusun suatu program nasional untuk meninpikatkan
kesejahteraan dan perlindungan bagi anak Indonesia yang
dilaksanakan oleh suatu Tim Pengarah yang merupakan koordinasi
lintas sektor/instansi;

e. bahwa. .
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e. bahwa para pejabat yang nanlanya tercantulll dalaur Lampiran
Keputlrsan ini diairggap cakap dan memenuhi syarat untuk diserairi
tugas darr tanggung jawab sebagai allggota Tim Pegarzh Program
Nasiorral bagi Anak lndonesiai

Meirgiirgat 1. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Unclang No 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan

Segala Benflrk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Llndang No 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan

Nasional;
4. Undang-Undang No 10 Tahun 7992 tentang Perkembangan

Kependuclukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Undang-Llndang No 23 Tahun 7992 tentang Kesellatan;
13. Llndang-Lhidang No 3 Tahun 1997 tentanS; Pengadilan Anak;
7. Undan5l-Lrndang No 20 Tahun 1999 tentarl.g PengesalLan Konvensi

ILO No. 1ll8;
8. Llndang-urrdang No 25 Tahun 2OOO tentanS Program

Pe nrbangu nair Nasional (Propenas) Tahun 2OOO -2004;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 1O1 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susuttan Organisasi, dan Tata Kerja
Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 2 Tafu;:n 2OO2;

l0.Kepuhrsan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
f)epaftemerl sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Keputusair Presiden Nomor 45 Tahun 2OO2;

1 1 .Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 20O 1 tentang Kedudukan,,
Tngas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
lrmbaga Pemerintahan Non Departemen sebagalmana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Kepntusan Presiden Nomor 46 Tahun
20021,

A4ernperhatikan : Deklarasi 'A World Fit tbr Children " pada Konl'erensi Tingkat

. Tinggi Sidang Umum Perserikatan Bangsa - Bar.rgsa urrtuk Anak pacla
tanggal 1O Mei 2OO2 di New York dalam upaya rnewujudkan
kehidupan anak _vang lebih baik di masa depan;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BAPPENAS TENTANG TIM PENGARAH
PROGRAM NASIONAL BAGI ANAK INDONESIA.

A4enetapkan

PERTAIVA:



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Membentuk Tim Pengarah Program Nasional bagi Anak Ind onesia
dengan susunan keanggotaan sebagarmana tersebut pada Lampiran
Keputusan ini.

: Tugas dan langgung jawab Tim Pengarah adalah'.

1. Menentukan arah kebljaksanaan dalam menyusun Program
NasionaI bagi Anak lndonesia;

2. Menrbentuk 4 (empat) Kelompok Kerja (Pendidikan, Kesehatan,
Perlindungan Anak, dan Penanggtiangan HIV,/AIDS) termasuk
Ketua beserta anryotanya untuk menyusun Program Nasional
bagi Anak Indonesia;

3. Memberikan pertimbangan dan keputusan atas masukan isu-isu
strategis dan rencana kegiatan yang dirumuskan oleh Kelompok
Kerja;

4. Menyampalkan laporan secara berkala pelaksanaan
perkembangan penyusunan Program Nasional bagi
Indonesia kepada Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas;

dan
Anak

Untuk nrendukung kelancaran pelaksanaan tugas, apablla diperlukan
Tim Pengarah dapat membentuk suatu Sekretariat.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini
dtbebankan pada An1garan Pembangunan Departemen/
Kementerian/Irmbaga Pemeintah Non Departemen dari setiap
instansi yarrg terkait.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian han terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akat dtadakan prbalkan sebagatmana mestinya.

MENTERI NEGARA PERENC PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCAN GUNAN NASIONAL,

KWI GIE

Ditetapkan di : lakarta
Pada tangB?l i zt Februan 2OO3

KELII\4A
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S;t lirtan kcoutusan ini paikan keuacla Yth :

I. i\leuteri Koordinator Biclang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Dplarr Negeri;
:1. Nlenteri Keuangan;
4. A.'lenteri Kesehatan;
5. Mellteri Penclidikan Nasional;
(1. t\tenteri Agalna;
7 . Menteri Sosial;
8. Merlteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
9. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
I 1 . N,lenteri Negara Lingkungan Hidup;
I2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
13. I(epala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
14. Kepala Badan Statistik Pusat;
1 5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;



I Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan, Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Deputi Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat;

Deputi Bidang Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan;

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Btdaya,
Kementerian Lingkungan Hidup;

Direktur Jencleral Pendidikan Luar Sekolah dan
Pernuda, Departemen Pendidikan Nasional;

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;

Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat,
Departemen Kesehatatr;

Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit
Menular dan Penyehatan Lingkungan,
Depademen Kesehatan;

9. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam,
Departemen Agama;

1O Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi
. Sosial, Departemen Sosial;

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH

PROGRAM NASIONAL BAGI ANAK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENEG. PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR: KEP. 01s/M.PPN / 02 / 2OO3
TANGGAL: 28 FEBRUARI 2003

sebagai Ketua

sebagai Anggota

sebagai Arlggota

sebagai Anggota

sebagai Anggota

sebaSai Anggota

sebagai Anggota

sebaSai Anggota

sebaSai Anggota

sebagai Anggota
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1l Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
. Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Ke{; dan

-fransnrigrasi;

12 Direktur Ienderal Otorromi Daerah,
. ne pa r1e nle n Dalanr Negeri;

13 Deputi BidanS Keluarga Berencana dan
. Iiesehatan Reproduksi, Baclan Koorclinasi

Keluarga Berencana Nasiona[;

14 Deputi Bidarrg Keluarga Sejahtera, Badan
. Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

15 Deputi Biilang Statistik Sosial, Badan Pusat
. Statistik;

I (; Direktur.f eucleral Imigrasi, Departemer.r
. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

77 Direktur.Jencleral Perlindungan Hak Asasi
. I\4anusia, Departemen Kehakiman dan Hak

Asasi i\4annsia;

I ti l(epala Baclan Reserse Kriminii, Markas Besar
. Kepolisian Republik lndonesia;

sebagai Anggota

sebaSai AngSota

sebagai An:Bota

sebaB i An8€iota

sebagai Ang€iota

sebagai Anggota

sebaSai Anggota

sebaSai Arlggota

MENTERI NEGARA PEREN AAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPATA BADAN PERENCA
,t>,

N PEMBANGUNAN NASIONAL.
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